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Penelitian ini membahas mengenal penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk
kekayaan negara. Karena terminologi mengenal kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan
memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN, pembahasan ini harus didukung dengan Asas
Systematishe Specialiteit untuk menentukan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di

BUMN apakah suatu perbuatan korups di BUMN termasuk perbuatan yang dapat dikenakan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups Jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Karena perbedaan pengertian terminologi ini mempengaruhi pembuktian dalam
Hukum Acara Pidana, apakah akan diterapakan undang-undang korups atau undang-undang lain yang
memiliki normayang sama dengan undang-undang korupsi.

<hr><i>This study discusses the application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht Materiele
for the country's assets. Because the terminology of state assets when separated and not separated have
different meanings, especially in state-owned property, this discussion supported by Systematishe
Specidliteit principle to determine whether the laws that imposed against the offender in the state is an act of
corruption in state firms, including actions that may be imposed by Law No. 31 of 1999 on Corruption
Eradication Jo Law Number 20 Y ear 2001 on Amendment to Law Number 31 Y ear 1999 on Eradication of
Corruption. Because these differences of terminology affect the understanding of verification in the
Criminal Procedure Code, whether to apply the laws of corruption or other laws that have the same norm
with the law of corruption.</i>


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20271516&lokasi=lokal

